BUPATI LAMPUNG SELAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4./ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORCGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
tentang perubahan kedua atas peraturan daerah
kabupaten lampung sclatan nomor 7 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
kabupaten lampung sclatan, maka periu dilakukan
penataan kemball terhadap Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Pemecrintah Knbupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a, dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis
penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam
meningkatkan pelayanan kepadi dacrah agar berjalan
lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu
menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan
Bupati;

engingat : 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 teniang

y Kabupaten Lampung Sclatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 695S);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
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3. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah (unl-rln
Indonesin - Tahun 2014 Nomor 244
Lembaran Negama Republik [ndonesin
sebagaimana telah diubah beberapa
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 e
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti U
Undang Nomwor 2 Tahun 2022 tentang Cipta K
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinnan  dan  Pengawnsan
Pemerintnhan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (entang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan
dacrah kabupaten lampung selatan nomor 7 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
dacrah kabupaten lampung seclatan [Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Orgunisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Dacrah
Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
OROANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG

SELATAN.
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Dalam Pernturan Bupatl inl, yang dimaksud den
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13.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dacrah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Dacrah adalah Bupatl dan Perangkat D
scbagal  unsur penyclenggara  pemerintahan
Kabupaten Lampung Selatan .

Bupali adalah Bupati Lampung Selatun.

Sckrelarls Dacrnh adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten
Lampung Selatan.

Dinas adalah perangknt daerah yang merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah Kabupaten Lampung Selatan,

Badan adalah perangkat daecrah yang mcrupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewecnangan
dacrah di Kabupaten Lampung Sclatan.

Unit Pelaksann Teknis Dacrah yang seclanjulnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD
adalah unit peloksana teknis yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan sclanjutnya disingkat UPTB
adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan

teknis tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya di Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung
Selatan

Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung Jjawab, wewenang dan hak scscorang
Pegawni Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
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144) SD Negeri 1 Sidomekar
145) SD Negeri 2 Sidomekar'
146) SD Negeri 1 Babatan
147) SD Negeri 2 Babatan
148) SD Negeri 3 Babatan
149) SD Negeri 1 Pardasuka
150) SD Negeri 2 Pardasuka
151) SD Negeri 3 Pardasuka
152) SD Negeri 4 Pardasuka
153) SD Negeri S Pardasuka
154) SD Negeri 1 Neglasari
155) SD Negeri 2 Neglasari
156) SD Negeri 3 Neglasari
157) SD Negeri 1 Trans Tanjungan
58) SD Negeri 2 Trans Tanjungan

e )

160) SD Negeri 2 Rangai Tri Tunggal
161) SD Negeri 1 Tanjungan i
162) SD Negeri 2 Tanjungan I
163) SD Negeri 1 Karya Tunggal :
164) SD Negeri 2 Karya Tunggal

165) SD Negeri 1 Tanjung Ratu

166) SD Negeri 2 Tanjung Ratu

167) SD Negeri Kecil Siring Babaran

168) SD Negeri Sukajaya

169) SD Negeri 1 Sukabanjar

170) SD Negeri 1 Banjar Suri

171) SD Negeri 2 Banjar Suri

172) SD Negeni 1 Sidorejo

173) SD Negeri 2 Sidorejo

174) SD Negeri 3 Sidorejo

175) SD Negeri 4 Sidorejo

176) SD Negeri 5 Sidorejo

177) SD Negeri 1 Sidomulyo

178) SD Negeri 2 Sidomulyo

179) SD Negeri 3 Sidomulyo

180) SD Negeri 1 Sidodadi

181) SD Negeri 2 Sidodadi

182) SD Negeri 3 Sidodadi

183) SD Negeri 4 Sidodadi

184) SD Negeri 1 Sidowaluyo

185) SD Negeri 2 Sidowaluyo

186) SD Negeri 3 Sidowaluyo

187) SD Negeri 1 Sukamarga

188) SD Negeri 2 Sukamarga

189) SD Negeri 1 Talang Baru

190) SD Negeri 2 Talang Baru

191) SD Negeri 1 Suak

192) SD Negeri 2 Suak

193) SD Negeri 1 Budidaya
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BAB Il
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Tugas dan Pungsi
Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas

@

melaksanakan scbaginn keglatan tcknis opcrasional Dinas
Pendidikan dalam proses belajar mengajar pada satuan
pendidikan Sckolah Dasar.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana pada ayat (1),
UPTD Satuan Pendidikan Seckolah Dasar, mempunyai
fungsi :

a. pelaksannan dan pengaturan proses belajar mengajor;
b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar
sekolah, olahroga, dan kesenian pelajar di sekolah;
pembinaan dan pengoordinasian pendidik, (enaga
kependidikan di sekolah;

pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
pelaksanaan administrasi kctatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan;
pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan tugas; dan
pelaksunuun fungsi lain yang diberikan olch atasan.

pa 0

® ~

Paragrafl 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Otganww UPTD Satuan Pendidikan Sckolah
Dasar, terdiri dari
a. Kepala Sckolah; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kcpala Sekolah ecbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a8, merupakan jabatan [ungsional guru atau
pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufl b, dipimpin oleh secorang pejabat
fungsional secnior yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah,

(4) Bogm Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan

Dasar scbagaimana tercantum dalam Lampiran |

dnn mruplhn bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,
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Paragraf 3
Urnlan Tugas
Pannl 7

(1) Kepala  Sckolnh  mempunyal  tugas  memimpin,
mengendalikan, mengoordinaslkan  dan  menyusun
program dan kegintan proses belajar mengajar pada
satuan pendidikan sekolah dasar sesual kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan pernturan perundang-undangan
yang berlaku,

(2) Umlan tugas Kepala Sekolah, yaitu ;

. mengorganizsasikan, mengamhkan, mengoordinasikan
dnn mengawasi kegiatan belajar mengajor;

b. mengatur kegintan belajar mengojar, bimbingan,
ekstra-kurikulerdon organisasi kesiswaan;

c. melaksanakan penyiapan data dan  informasi
kesiswaan dan wali muril;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
belajar mengajar;

pengawasan, pelnpomn. kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana,prasaran; dan’
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau
pamong bcelajar yang melaksanakan ubagun tugas
satuan pendidikan sesuai dengan keshlian dan
kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sekolah.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

membuat perangkat pembelajaran;

. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;

melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;

menyusun dan melaksanakan program perbalhn dan

pengayaan;

melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada

guru lain dalam proscs belajar mengajar;

membuat alat pembelajaran atau alat peraga;

. menumbuh kembangkan sikap dan pengembangan

karakter pescria didik;

i. melaksanakan pengembangan program pengajaran

yang menjadi tanggungjawabnya;

membuat cacatan tentang kemajuan hasil bdqjar-

mengisi dan menelitl daftar hadir siswa sebelum

memulai pembelajaran; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
ecsuni  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

> enopp
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Paral 92

Peraturan  Bupati  Ini  mulnl  berlnku pada
diundangkan. :

Agar selinp orang dapal mengetahuinya, memerintal

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalanr
dalam Berita Daernh Knbupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalinnda b=t <o)
pada tanggal 29 Mé/ 2024

PATEN LAMPUNG SELATAN

ARIN
N LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR &79./
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